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RINGKASAN

Salah satu pilar utama pemerintahan demokratis adalah terselenggaranya
pemilihan  umum (Pemilu) dengan baik, Penyclenggaraan Pemilu melibatkan
setidaknva 3 (tiga) aktor penting yang saling berinteraksi, yakni Pescria Pemilu,
penyelenggara Pemilu dan warga negara pemegang hak pilih (Pemilih). Dalam
hubungan interaktifnya pada proses tahapan Pemilu, dapat muncul hubungan yang
bersifat hormonis atau sebaliknya hubungan yang bersifat konflik.

Ditetapkannnya Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019.
\femberikan kewenangan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu, akibat dikeluarkannya
keputusan KPU. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Putusan Bawaslu berifat
final dan mengikat kecuali berkaitan 3 (liga) hal, yaitu verifikasi partai politik Peserta
Pemilu. penetapan daftar calon tetap calon anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon.

Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu hampir sama
dengan lembaga Peradilan lain, ini dilihat dari karakter putusan Bawaslu bersifat final
dan mengikat, substansi putusannya hampir sama dengan badan Peradilan dan aspek
prosedural sengketa proses Pemilu melalui mekanisme persidangan. Melihat
Lonstruksi hukum tentang kekuasaan kehakiman, Bawaslu tidak sebagai Badan
Peradilan. karena tidak termasuk Peradilan di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah
Konstitusi dan tidak termasuk dalam Peradilan khusus. Bawaslu dalam penyelesaian
sengkela proses Pemilu lebih mendekati quasi rechipraak (semi peradilan). Jika
dilihat dari proses penyelesaian sengketa dan sifat putusannya, final dan mengikat
(final and binding).

Kewenangan PTUN dalam sengketa proses Pemilu baru dapat dilakukan, jika
upaya administrasi ke Bawaslu sudah dilakukan dan putusannya bersifat final dan
mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Namun UU Pemilu tidak
menyebutkan sanksi apa yang dapal dijatuhkan bagi pihak yang tidak menindaklanjuti
putusan PIUN, hal im dapat dilihat dalam perkara Ocsman Sapta Odang, KPU
akhimya memilih untuk lehih mengikuti Putusan MK.

Kata Kunci: Pemililian Umum, Sengketa Proses Pemilu, Kewenangan Bawaslu,
Kewenangan PTUN



ABSTRACT

One of the main pillars of democratic governanee 1s the implementation of
general elections (Ilections), the Election Organization involves at least 3 (three)
important aclors who interact with each other, namely Elecnion Contestants, Flection
orvamzers and citizens who hold the right 1o vole (Voters). In s imeractive
relationship in the stages of the Flection process, ther
relationship or a conflict relationship.

The enactment of Law number 7 of 2017 concermng General Fleetions as the
basis for holding simultaneous Elections in 2019. Giving authoruy (o Renvasin,
Provincial Bawasiu and Regency / City Bawaslu in resolving dispules in the Flection
process, due to the issuance of KPU. provincial KPU or regency - city KPPU decisions.
The Bawaslu Decision is final and binding except relating 10 3 (three) matiers, naniely
verification of the Election Contesting political parties, deterninafion of the
permanent candidate list for DPR, DPD, provincial and regency - cily DI'RD
candidates and Candidate Pairs.

v can be a hormonal

The Election Supervisory Body's decision in resolving election disputes is
almost the same as other judicial institutions, this is seen from the character of the
Flection Supervisory Body's final and binding decision, the substance of the decision
is almos! the same as the judiciary and procedural aspects of the electoral process
dispute through the trial mechanism. Seeing the legal construction of Judicial
authority, Bawaslu is not a Jjudicial body, because it does not belong to the judiciary
under ll;e Supreme Courl, the Constitutional Court and is not included in the special
courl.

The authority of the PTUN in dispute over the election process can only be
done, if administralive efforts 10 Bawaslu have been made and the decision is final
and binding and no other legal efforts can be made. However, the Election Law does
not mention sanctions for those who do not follow up on PTUN decisions, this can be
seen in the case of Oesman Sapla Odang, the KPU finally chose to follow the Court’s
Decision more.

Keywords: General Ilection, klection PProcess Dispute, Bawasiu Authority.
PTUN Authority
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